Peranan Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres Polewali Mandar by Adnan, Muh
i 
 
PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA 





Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum 
Pada Fakultas Syariah dan Hukum 













FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Nama  :  Muh. Adnan 
Nim  :  10500113131 
Tempat/Tanggal Lahir  :  Mapilli 16 Januari 1993 
Jurusan  :  Ilmu Hukum 
Fakultas  :  Syariah dan Hukum 
Alamat  :  Mannuruki 1 Kecamatan Tamalate Kota Makassar 
Judul  :  Peranan Polri dalam menanggulangi tindak pidana 
penyalahgunaan narkoba di polres Polewali Mandar 
 Menyatakan Bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 
sendiri, bukan jiplakan dan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya 
pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dirujuk 
berdasarkan pada kode etik ilmiah. 
 
           Makassar,   Agustus 2020 
 
                    Muh. Adnan 









Skripsi yang berjudul, “Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak 
Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polres Polewali Mandar”, yang disusun 
oleh Muh. Adnan, NIM: 10500113131, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan 
dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 
tanggal 19 Agustus 2020 M, bertepatan dengan 29 Dzulhijjah 1441 H, dinyatakan 
telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa 
perbaikan) 
Gowa,  18  Agustus   2020 M 
28 Dzulhijjah 1441 H 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag  ( …………………….. ) 
Sekretaris : Dr. Hj. Rahmatiah, HL, M.Pd ( ……………………. ) 
Munaqisy I : Dr. Rahman Syamsuddin. S.H., M.H ( ……………………..) 
Munaqisy II : Erlina, S.H., M.H ( ……………………. ) 
Pembimbing I : Abd Rais Asmar, S.H., M.H ( ……………………. ) 
Pembimbing II  : St Nurjannah, S.H., M.H ( ……………………..) 
Diketahui oleh: 
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 









Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena rahmat, taufik, 
dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dadn 
taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Nuhammad SAW yang telah 
membawa kita kejalan yang lurus seperti yang kita rasakan seperti ini. 
 Karya tulis ilmiah ini berbentuk Skripsi dengan judul : “Peranan Polri 
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres 
Polewali Mandar”, merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan 
Strata satu (S1) Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
 Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat 
mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat yang membangun kearah 
perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis 
temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah penulis dapat 
menyelesaikannya dengan baik. 
 Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah 
membantu selama proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan 
satu persatu. pertama penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghormatan 
setinggi tingginya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Dalif Syafar dan 
ibunda Hasrianti yang tidak pernah lelah mendoakan, membesarkan dan mendidik 
penulis hingga sampai pada titik ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima 
kasih kepada Bapak Abd.Rais Asmar.,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I dan  
v 
 
Ibu St.Nurjannah.,S.H.,M.H selaku pembimbing II atas segala arahan, petunjuk, 
motivasi, dan bimbingan yang diberikan dengan penuh kesabaran hingga penulis 
mampu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis kepada dosen 
penguji dalam ujian skripsi ini yakni Bapak Dr. Rahman Syamsuddin.,S.H.,M.H 
Selaku penguji I dan Ibu Erlina.,S.H.,M.H Selaku Penguji II. 
 Selanjutnya penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada 
Seluruh keluarga, Sahabat, dan Rekan-rekan yang telah memberi motivasi, nasihat 
dan saran kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini 
hingga akhir. 
 Dalam Kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan 
hormat setinggi tingginya kepada: 
1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.,D. Selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
2. Bapak Dr.H.Muammar Muhammad Bakry, Lc.,M.Ag. Selaku Dekan 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar dan Jajarannya; 
3. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin.,S.H.,M.H Selaku Ketua Jurusan Ilmu 
Hukum UIN Alauddin Makassar 
4. Bapak Dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Akademik dan pegawai 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar; 
5. Teman-Teman Kelas Ilmu Hukum Terkhusus kepada teman teman 
yang telah memberi masukan selama dalam penulisam skripsi. 
vi 
 
6. Teman-Teman KKN Ang.     Dusun Bongki Desa Balassuka. Kec 
Tombolo Pao, Kab. Gowa Terimakasih telah bersama sama mengabdi 
menciptakan pengetahuan dan kenangan. 
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan motivasi, dukungan dan doa penulis ucapkan terima 
kasih. 
 Dengan penuh kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini 
masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik dan saran yang bersifat 
membangun penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan agar dapat 
bermanfaat untuk semua orang. 
 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. 
 
Makassar,    Agustus 2020 
 
 











PERYATAAN KESLIAN SKRIPSI ii 
HALAMAN PENGESAHAN iii 
KATA PENGANTAR iv 
DAFTAR ISI v 
ABSTRAK vii 
BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 1 
B. Rumusan Masalah 8 
C. Tujuan penelitian 8 
D. Manfaat Penelitian 8 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 10 
B. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana 20 
C. Pengertian Kejahatan Dan Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan  35 
D. Penanggulangan Kejahatan 43 
BAB III METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 47 
B. Sumber Data 47 
C. Metode Pengumpulan Data 48 
D. Instrumen Penelitian 49 




BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Tingkat Kejahatan Narkotika Di Kota Polewali Mandar 51 
B. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika Yang terjadi di Kabupaten 
Polewali Mandar 55 
C. Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Polewali Mandar 58 
D. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Pada semua Kalangan Di wilayah 
Polewali mandar 59 
E. Kendala Polri dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika  62 
F. Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika 67 
BAB V PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 70 
B. Saran 71 













Nama : Muh Adnan 
NIM :  10500113131 
Fak/Jurusan   :  Syari’ah dan Hukum/ Ilmu Hukum 
Judul  : Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkoba Di Polres Polewali Mandar 
 
Pokok masalah adalah bagaimana Peranan Polri Dalam Menanggulangi 
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polres Polewali Mandar sub masalahnya 
adalah (1) Bagaimana Kendala-kendala penyidik polri Dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagai penegak hukum? (2) Faktor apakah yang mempengaruhi tindak 
Kejahatan Narkotika?  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Normatif Yuridis dan 
pendekatan syar’i. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
sumber data primer dengan mengadakan wawancara dan sumber data sekunder 
berupa menelaah buku-buku peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya 
dengan judul ini . Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi dan studi dokumen. Analisa data yang digunakan yaitu 
identifikasi, tabulasi, koding dan editin data. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Penyebab terjadinya 
kejahatan narkotika yaitu: a. Faktor ekonomi, b. Rasa ingin tahu/coba-coba dan c. 
Faktor lingkungan. Kendala Polri Dalam pemberantasan Penyalahgunaan narkotika: 
a. Sarana dan Fasilitas, b. Masyarakat dan c. Penegak Hukum; (2) Upaya 
penanggulangan peredaran narkotika oleh Polres Polewali Mandar: a. Upaya 
preventif seperti penyuluhan, membangun kemitraan dengan masyarakat dengan 
pemerintah jalur peredaran narkotika, b. Refresif seperti upaya ini dimaksud sebagai 
tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat berupa pelaksanaan 
penindakan terhadap para pelaku dan juga melakukan operasi penyergapan dan 
pemberantasan di tempat-tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, proses 
penyelidikan, penyidikan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan dan 
dilanjutkan kepengadilan untuk penegakan hukum atau memperberat hukuman.   
Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Diharapkan kepada pemerintah 
alangkah lebih baiknya jika sarana dan prasarana lebih di tingkatkan lagi dan 
peralatan kepolisian yang dapat menunjang dan lebih memadai guna untuk 
memudahkan proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalalahgunaan 
narkoba. Dan disertai adanya dukungan dari masyarakat untuk dapat bekerja sama 
dengan aparat kepolisian untuk membasmi wabah peredaran narkoba di kabupaten 
polewali mandar baik berupa pemakai atau Bandar narkoba, (2). Peneliti juga 
Menghimbau di semua kalangan baik remaja maupun dewasa agar lebih cerdas dan 
bijaksanalah dalam bergaul, pemahaman atau pengetahuan tentang agama dan moral 
mari sama-sama kita tingkatkan agar dapat terhindar dari perilaku penyalahgunaan 
narkoba. 
 






A. Latar belakang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga 
penyelenggara tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi 
utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan 
masyarakat umum. Sehingga dapat dikatan bahwa tugas polisi adalah melakukan 




Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi janji-janji dan tujuan-
tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi 
kenyataan. Perincian tugas kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya 
membuktikan haltersebut, diantaranya yaitu: 
1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk member 
perlindungan dan pertolongan. 
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam. 
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat. 
5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-
peraturan Negara. 
                                                             
1
 Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan,2009, 
halaman 40  
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Perincian tugas-tugas polisi sebagaimana yang tertera diatas, mencapai dan 
memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. 
Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan 
tersaebut hendak dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh 
dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah 
satu dari pembatasan pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk 
menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.
2
 
Kepolisian dalam undang-undang No.2 tahun 2002 merupakan sebagai alat 
Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 
Kepolisian dalam undang-undang tersebut juga disebutkan mempunyai tujuan 
untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya 
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 
terselenggaranya perlindungan, pngayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, 
serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia. 
Disepakati atau tidak sebenarnya polisi adalah pekerja sosialberseragam, 
tidak dapat disangkal bahwa mereka menyediakan sesuatu yang dalam arti luas 
dapat disebut sebagai pelayanan sosial bagi masyarakat yang menjadi tanggung 
jawab mereka. Jelas, hanya sebagian kecil dari kerja rutin aparat kepolisian harus 
mengarah kepada mencegah, menjawab, dan menangani kejahatan. Sebenarnya 
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 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis, Genta Publishing, 
Yogyakarta, 2009, Halaman 113 
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jasa yang mereka berikan, entah berkaitan dengan kejahatan atau tidak, 
merupakan suatu bentuk jasa layanan sosial. Namun lebih jauh, dalam konteks 
kerja kepolisian, polisi harus berurusan dengan sederet pemberi jasa lainnya yang 
luas, mulai dari biro layanan keluarga dan anak-anak hingga dinas pekerjaan 
umum yang menyangkut pengumpulan sampah kondisi jalan. Bukan hal yang 
aneh jika tiba-tiba polisi harus menengahi penculikan anak, menengahi pertikaian 
suami istri, perkelahian antar tetangga, dan kasus kasus depresi serta bunuh diri 
yang kondusif bagi kerja sama yang lebih besar dengan biro jasa social. Diantara 
kegiatan mereka, aparat kepolisian harus berurusan dengan pemberi jasa lain, atau 
dalam beberapa kasus, berhadapan dengan masalah pencegahan kejahatan yang 
barangkali lebih beresiko, misalnya orang-orang jompo, manula atau pemabuk, 




Polisi pada hakekatnya dihadapkan kepada situasi konflik dan polisi 
bertugas untuk mengambil keputusan. Apabila pada akhirnya polisi bertindak, 
maka pada saat tersebut polisi telah melakukan suatu yang menguntungkan atau 
melindungi salah satu pihak dalam konflik, tetap dengan melawan, mengalahkan 
“merugikan” pihak yang lain, tetapi sulit juga untuk mengharapkan, polisi selalu 
akan mempertimbangkan dengan masak masak segala segi etis dan moral. Untuk 
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 Robert R. Friedmann, Kegiatan Polisi dalam Pembinaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat dan perbandingan perspektif dan prospeknya, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, 
halaman 83-84  
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Kepolisian berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 kitab 
Undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP) diberikan kewenangan dalam hal 
melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik. 
Penyelidikan merupakan tindakan, bukanlah suatu tindakan atau fungsi 
yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penyekidikan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan 
salah satu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan 
lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
pentitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan 
berkas kepada penuntut umum.
5
 
Berdasarkan kewenangan aparat kepolisian sebagai penyelidik dan 
penyidik dalam membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat 
kepolisian juga berwenang untuk melakukan penangkapan, yaitu wewenang yang 
diberikan kepada penyidik khususnya yang diberikan oleh undang-undang Nomor 
8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum acara pidana sangatlah luas. 
Bersumber dari wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebassan dan 
hak asasi seseorang, selama masih berpijak pada suatu landasan hukum yang sah. 
Salah satu wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku 
tindak pidana. Aparat kepolisian juga berwenang melakukan penahanan yang 
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Yogyakarta, 2009, Halaman 113-117 
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 Ratna Sari, Penyidikan dan Penuntutan dalam hukum acara pidana, Kelompok studi 
hukum dan masyarakat fakultas hukum USU, Medan, 1995, halaman 30 
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merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, 
sehingga penahanan merupakan suatu kewenangan penyidik yang sangat 
bertentangan dengan hak asasi manusia.
6
 Penahanan berkaitan erat dengan 
penangkapan karena seseorang tersangka pelaku tindak pidana yang setelah 
ditangkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-
undang, baru dapat dikenakan penahanan guna kepentingan pemeriksaan. Jadi 




Aparat penegak hukum adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari 
perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan yang sebetulnya 
dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan 
dan ketertiban dalam masyarakat, ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap 
orang yang tidak bersalah atau kadang-kadang dilakukan dilakukan melampaui 
batas waktu yang ditentukan. Sehingga tersangka/terdakwa menderita lahir bathin 
akibat sikap tindak para aparat penegak hukum tersebut. Sudah tentu ini 
merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
8
 
Seseorang ditangkap, ditahan, kemudian diadili di forum pengadilan 
dengan kekuasaan yang diberikan hukum (khususnya aturan tertulis) mengandung 
resiko bahwa, semakin bebas aparatur hukumk melaksanakan tugas (kewenangan) 
yang ditemukan aturan formil (tidak luwes), semakin besar kemungkinan terjadi 
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halaman 20 
7 Ratna Nurul Afiah, Praperadilan dan ruang lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta, 
1986, halaman 35-36 
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 Ratna Nurul Afiah, Praperadilan dan ruang lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta, 
1986, halaman 3 
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pelanggaran (penyelewengan/penyimpangan), karena pada dasarnya aturan (itu 
sendiri) merupakan “musuh tersembunyi” (a hidden enemy ). Hal demikian 
membawa konsekuensi (semacam tuntutan ), perlu kehati-hatian dalam 




Tindakan penangkapan sebagai pegangan, baru dapat dilakukan oleh 
penyidik apabila seseorang itu: “diduga keras melakukan tindak pidana, dan 
dugaan itu didukung dari awal permulaan bukti yang cukup”. Pembuat undang-
undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi sangat 
disadari ccara penerapan yang demikian, bias menimbulkan “kekurang pastia” 
dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk 
menilai tentang adad atau tidak permulaan bukti yang cukup. 
Salah satu solusi yang rasional dan realistis adalah apabila kata permulaan 
dalam ketentuan tersebut dihilangkan. Dengan demikian nya ada tercipta suatu 
kepastian dalam melakukan proses penangkapan, sebagaimana yang telah 
diterapkan dalam hukum acara pidana Amerika yang menentukan bahwa untuk 
melakukan tindakan penangkapan atau penahanan harus didasarkan atas affidafit 
and testimony yakni harus berdasarkan bukti dan kesaksian.
10
 
Penangkapan tidak boleh dilakukan terhadap tersangka tindak pidana 
pelanggaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 ayat 2 KUHAP 
namun apabila tersangka tindak pidana pelanggaran tidak memenuhi panggilan 
                                                             
9 Anton F. Susanto, Wajah Peradilan Kita, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, Halaman 
6-7 
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 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, (penyidikan 
dan pentutan) buku I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Halaman 158 
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penyidik selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah maka tersangka 
dapat ditangkap dan dibawa kekantor polisi dengan paksa untuk dilakukan 
pemeriksaan. 
Menurut ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHAP tidak semua tersangka tindak 
pidana pelanggaran tidak dapat ditangkap dan ditahan karena menurut ketentuan 
ini penahanan ddapat dilakukan terhadap tersangka pelaku percobaan tindak 
pidana dan terhadap orang yang member bantuan untuk terjadinya suatu tindak 
pidana. 
Setiap dalam melakukan tugasnya, polisi (dalam hal ini penyidik) harus 
selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan 
tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam 
pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, 
kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-undang yang telah ada 
terlebih dahulu dari perbuatannya itu sendiri. 
Pelaksanaan wewenang sebagai bentuk pelayanan terhaddap masyarakat 
yang dilakukan oleh aparatnya terkadang terjadi penyimpangan tindakan anggota 
polri dari yang seharusnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. 
Padahal polisi yang sehari-hari dihadadpkan pada tugas yang tak menentu dan 
berhadapan langsung dengan masyarakat, sangat mutlak memiliki kestabilan 
emosi dan berperilaku baik kepada masyarakat.  
Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang apa saja peranan POLRI dalam penegakan hukum terutama 
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dalam pemberantasan narkoba dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan 
judul “PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA 
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI POLRES POLEWALI MANDAR”       
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Kendala Polri dalam menjalanka tugas memberantas narkoba ? 
2. apa yang mempengaruhi tindak kejahatan narkotika ?. 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini, Yaitu : 
1. Untuk mengetahui Bagaimana polri dalam memberantas tindak pidana 
penyalahgunaan narkoba 
2. Untuk mengetahui  kendala-kendala penyidik polri Dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Menambah pengetahuan dan pengalaman pada penulis dalam penelitian 
hukum. 
2. Untuk menambah bahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas hukum pidana 
khususnya. 
3. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi peranan kepolisian sebagai 
penegak hukum. dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan menjadi 
sumbangan pemikiran bagi pihak kepolisian dan masyarakat dalam upaya 
memelihara dan menumbuhkan sikap yang baik.  
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4. Sebagai bahan masukan bagi Mahasiswa selanjutnya yang akan 
melakukan penyempurnaan dengan mengadakan penelitian yang serupa. 
5. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana pada Fakultas 






A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 
1. Pengertian Kepolisian  
 Polri merupakan singkatan dari kepolisian republik Indonesia. Kepolisian 
merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memegang peranan penting 
dalam Negara, terutama bagi Negara yang berdasarkan hukum. Kata polisi berasal 
dari kata yunani politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut 
“orang yang menjadi warga Negara dari kota  Athena” kemudian pengertian itu 
berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”. 
Pada jaman itu kota-kota merupakan Negara yang berdiri sendiri, yang disebut 
juga polis, maka politea atau polis diartikan sebagai usaha dan kegiatan negar, 




 Di gunakan istilah “police” yang berarti pemeliharaan ketertiban umum 
dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut 
perkiraan dapat merupakan suatau bahaya atau gangguan umum dan tindakan-
tindakan yang melanggar hukum.
12
 
 Di Indonesia Polisi berarti orang atau kelompok dalam suatu lembaga 
(POLRI) yang merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara dan 
ketertiban umum. Kepolisian Negara republik Indonesia, selanjutnya disebut 
kepolisian Negara, ialah alat  Negara penegak hukum yang terutama bertugas 
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memelihara keamanan didalam negeri. Polisi adalah sahabat masyarakat yang 
difungsikan oleh Negara untuk menjaga keamanan, pengayoman, perlindungan 
ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.
13
 
 Orang yang melakukan penyelidikan disebut penyidik, yaitu pejabat polisi 
Negara republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat 
melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. 
Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, 
pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai 
salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat.  
Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada 
dalam Negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai 
fungsi. Sebagai organ yaitu suatu  lembaga pemerintah yang terorganisasi dan 
terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan 
wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk 
menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban 
masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat. 
Berdasarkan undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian 
Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian : 
“kepolisian adalah segala hak ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 
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polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “. Kepolisian Negara 
Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan polri dalam kaitannya 
dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hokum perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk 
mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakatr serta terbinanya ketentraman 
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
14
 
2. Fungsi kepolisian 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik 
Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam pasal 2 yaitu :  
 “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, 
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. 
 Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara 
Republik Indonesia lebih menjabarkan fungssi pemerintah dibidang pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan , 
pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam pasal 4 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia : 
“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuaqn untuk mewujudkan 
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 
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masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap 
masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi 
hak asasi manusia” 
Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak 
hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu: 
a) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum 
wajib tunduk pada hukum 
b) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani 
permasalahn dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur 
dalam hukum. 
c) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat 
polisi mengkordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan 
kekuatan hukum dikalangan masyarakat. 
d) Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada 
penindakan kepada masyarakat. 
e) Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan 




Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian mengatur hal-hal yang 
berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai 
berikut: 
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Kepolsian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang 
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 
dalam negeri. 
3. Tugas dan fungsi wewenang masyarakat 
 Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang manusia yang hidupdalam 
suatu tempat, wilayah disuatu Negara yang memiliki adat istiadat yang ada pada 
suatu daerah tertentu.
16
 Peran serta masyarakat sebagaimana telah diatur dalam 
pasal 104 sampai dengan pasal 108 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang 
narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 
2009 pasal 104, masyarakat berwenang melakukan upaya mencari, memperoleh 
dan memberikan informasi, menyampaikan saran dan pendapat serta memperoleh 
jawaban atas pertanyaan tentang laporannya mengenai adanya dugaan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.    
4. Tugas Dan Wewenang Kepolisian 
Polisi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan, 
memberikan pengayoman, perlindungan, ketertiban dan ketentraman didalam 
kehidupan masyarakat memiliki tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang yang 
dimiliki oleh polisi diatur didalam undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentabng 
kepolisian Negara republik Indonesia. Polisi juga bertugas untuk melaksanakan 
penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang 
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hukum acara pidana (KUHAP). Penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang 
berbeda. 
Penyidikan adalah serangkaian tindakan sebagai penyelidik untuk mencari 
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 




Orang yang melakukan penyelidikan disebut penyidik, yaitu pejabat polisi 
Negara republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat 
melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
18
 
Lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi 
Negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian 
harus ada pemberian tugas yang jelas. 
Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebut bahwa tugas 
kepolisian NKRI adalah: 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 
b. Menengakkan Hukum. 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan perl;indungan kepada 
masyarakat. 
Penjelasan dari pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan pasal 
tersebut tidak didasarkan pada suatu urusan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama 
penting. 
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Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat 
tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada 
dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat 
dikombinasikan. Dalam Undang-undang Kepolisian, keamanan dan ketertiban 
masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu 
prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka 
tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, 
dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung 
kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat 
dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan 
lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Allah 
SWT Berfirman ddalam QS Al Nisa : 135 
ًْفُِسُكْن أَوِ  ِ َولَْى َعلًَ أَ اِهيَي بِاْلقِْسِط ُشهََداَء ّلِِلَّ اْلَىالَِدْيِي َواْْلَْقَربِيَي إِْى يَُكْي  اأَيُّهَا الَِّذيَي َءاَهٌُىا ُكىًُىا قَىَّ
ُ أَْولًَ بِِهَوا فَََل تَتَّبُِعىا اْلهََىي أَْى تَْعِدلُىا َوإِْى تَْلُىوا أَْو تُْعِرُضىا فَ  ا فَاّلِلَّ َ َكاَى بَِوا َغٌِيًّّا أَْو فَقِيرًّ ِإِىَّ َّللَّ
ا  تَْعَولُىَى َخبِيرًّ
Artinya: 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun Terhaddap dirimu 
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 
sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 
(Al-Nisa : 135) 
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 Di dalam proses hukum, penegak hukum harus bersikap objektif dan 
memperlakukan orang yang berperkara secara sama. Yaitu tanpa membedakan 
apakah mereka keluarga dekat ataupun jauh, miskin atau kaya, seakidah ataupun 
tidak. Karena ketika seseorang memandang kedekatan, kekayaan dan akidah, 
maka pada waktu itu ia akan melihat sebuah masalah dengan subjektif dan bisa 
berlaku curang didalam menghukum. Sehingga Allah menyuruh orang yang 
beriman untuk yeyap dan senantiasa berlaku adil terhadap siapapun juga, 
termasuk kepada keluarga terdekat, orang kaya ataupun miskin, bahkan terhadap 
seseorang yang tidak disenangi. Hal cini seperti pada firman Allah QS Al-Nisa : 
135 dan QS Al-Maidah : 8 berikut : 
ِ ُشهََدآَء بِاْلقِْسِط َوالَ يَْجِرَهٌَُّكْن َشٌَآُى قَْىٍم عَ  اِهيَي ّلِلَّ لًَ أاَلَّ تَْعِدلُىْا يَا أَيُّهَآ الَِّذيَي آَهٌُىاْ ُكىًُىاْ قَىَّ
َ َخبِيٌر بَِوا تَْعَولُىىَ  َ إِىَّ َّللَّ  اْعِدلُىاْ هَُى أَْقَرُب لِلتَّْقَىي َواتَّقُىاْ َّللَّ
Artinya : 
Hai orang-orang yang berimanhendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong 
kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karna adil itu lebih dekat 
kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha 
mngetahui apa yangkamu kerjakan. 
 Pasal 14 undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam 
melaksanakan Tugas pokok sebagamana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian 
bertugas:  
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap 
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. 
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b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas dijalan. 
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan. 
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan tekhnis kepada kepolisian 
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 
swakarsa. 
g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain. 
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran, kepolisian, 
laboratorium forensic dan psikologi kepolisian. 
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan 
hidup dan gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan 
dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 
oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. 
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam 
lingkup tugas kepolisian serta. 
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
19 
 
Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu 
keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan 
pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam 
mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari 
kerusaskan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan 
memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhwatiran, sehingga ada kepastian 
dan rasa kepastian dari jaminan dari segala kepentingan atau suatu keadaan yang 
bebas dari pelanggaran norma-norma.
19
 
Kewenangan umum Kepolisian Negara republik Indonesia diatur dalam 
pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan 
bahwa. Ddalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa secara umum 
Kepolisian berwenang: 
1. Menerima laporan dan/atau pengaduan. 
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 
menggangu ketertiban umum. 
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa. 
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative 
kepolisian. 
                                                             
19
 Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdussalam, 1997, Penegak Hukum di lapangan Oleh 
Polri, Jakarta: Dinas Hukum Polri, Halaman 22 
20 
 
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisdian 
dalam rangka pencegahan. 
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 
9. Mencari keterangan dan barang bukti. 
10. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional. 
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 
rangka pelayanan masyarakat. 
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan 
pengadilan, kegiatan instansi lai, serta kegiaqtan masyarakat. 
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.20 
 
B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu Strafbaar feit yang terdiri dari tiga kata, yakni straf yang 
diterjemahkan dengan pidana dan huku, baar yang diterjemahkan dengan dapat 
atau boleh, dan feit yang diterjemahkan dalam tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. Kitab Undang-undang hukum pidana tidak memberikan penjelasan 
mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri, biasanya tindak 
pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata 
delictum.istilah  stafbaar feit  atau kadan disebut sebagai delict (delik) 
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diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Tindak pidana 
adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di 
mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu 
melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-undang, dan perbuatan 




Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu : 
a. Tindak pidana materil (materiel delict). 
Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum 
pidana (straf) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang 
menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari 
perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (materiel 
delict) 
b. Tindak pidana formal (formeel delict) 
Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan 
sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan 
oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (formeel 
delict)
22
   
Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (straafbar 
feit)menurut pendapat ahli: 
Moeljatno mendefenisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu 
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bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada 
perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 





 Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil 
sebagai berikut: 
1) Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan 
hukum pidana. 
2)  Penunjuk syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan 
perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana. 
3) Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara 
pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena 
itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan 
pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan 




Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua defenisi, yaitu : 
1. Defenisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang 
dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 
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2. Defenisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan 




2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan 
dari dua sudut pandang yaitu : 
a. Sudut Teoritis Unsur tindak pidana adalah : 
1. Perbuatan 
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 
b. Sudut Undang-Undang 
1. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan. 
2. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari 
suatu perbuatan, yang bersuber dari undang-undang dan dapat juga 
bersumber dari masyarakat. 
3. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum 
atau pada saat memulai perbuatan. 
4. Unsur akibat konstitutif: unsure ini terdapat pada tindak pidana materiil 
(materiel delicten) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya 
tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat 
pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat 
terpidananya pembuat. 
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5. Unsur keadaan yang menyertai: unsure tindak pidana berupa semua 
keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya ditunutut pidana, unsure ini hanya 
terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat 
ditunut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. 
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsure ini berupa 
alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk 
terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak 
pidana materil. 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan 
tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat 
dipidananya perbuatan. 
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsure kepada siapa rumusan 
tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh. “barangsiapa” (bij die) atau 
“setiap orang”. 
10. Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan 
unsur tingkah laku atau perbuatan. 
11. Unsur syarat  memperingan pidana, unsure ini berupa unsur pokok yang 
membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, 
seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
26
 
Setiap Tindakan Pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang 
Hukum pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam Unsur-unsur yang 
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dibagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur 
obyektif. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif 
dalam suatu tindak pidana, yaitu : 
Unsur-unsur subyektif dan sesuatu tindak pidana itu adalah: 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolusa atau culpa). 
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poginf seperti yang 
dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. 
c. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad, misalnya terdapat 
didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. 
d. Perasaan takut atau vress, antara lain terdapat dalam rumusan tindak 
pidana pasal 308 KUHP. 
Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 
1. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. 
2. Kualitas dari si pelaku 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 




3. Upaya penanggulangan Tindak Pidana 
 Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan 
Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, 
antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatau 
usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang 
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rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka 
menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 
diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 
pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 
pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 
politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mecapai hasil 
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 
waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
28
 
 Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau 
proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mecapai tujuan tertentu, jelas 
harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang 
bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. 
 Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana 
sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana 
pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal). Yang dapat diintegrasikan 
satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi 
kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan 
pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang sesuai dengan 
keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan dating. 
Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan 
suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. 
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Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial 
(social policy) kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus 
mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). 
 Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama 
dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai 
kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau 
menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua ssarana, yaitu: 
a. Kebijakan Pidana dengan sarana penal, yaitu: 
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 
hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral yaitu: 
1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana 
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada 
pelanggar 
b. Kebijakan pidana dengan sarana Non penal 
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya 
meliputi penggunaan sarana social untuk memperbaiki kondisi-kondisi 
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4. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana . Tindak 
pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan 
jahat atau kejahatan. Secara yuridis Formal, tindak kejahatan merupakan bentuk 
tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap 
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa 
yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan 
kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib 
dicantimkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik 
di tingkat pusat maupun di daerah.
30
 
Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-
undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 
Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan 
perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai 
kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 
menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.
31
 
Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 
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dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
32
 
Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain 
sebagai berikut: 
a. Menurut kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dibedakan antara 
lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat 
dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 
“pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP 
kita menjadi buku ke II dan buku ke III melainkan juga merupakan dasar 
bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam  
perundang- undangan  secara keseluruhan. 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 
(forrmeel Delicten) dan tindak pada materiil (Materiil DFelicten). Tindak 
pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362 
KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materiil inti larangannya 
adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan 
dan dipidana. 
c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 
sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 
Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur dalam KUHP antara 
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lain sebagai berikut: pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, pasal 354 KUHP 
(pembunuhan) yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik 
kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya 
pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya 
seperti yang diatur dalam pasal 188 dan pasal 360 KUHP. 
d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan 
aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkan 
diisyaratkan dengan adanya gerakan tubu7h orang yang berbuat, misalnya 
pencurian  (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP). Tindak 
pidana positif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. 
Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil 
atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa 
perbuatan pasif, misalnya diatur dalam pasal 224,304 dan 552 KUHP. 
Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya 
berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau 
tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan 
tidak berbuat, misalnya diatur dalam pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui 
bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
33
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5. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
 Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan 
saja, namun terdapat juga factor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai 
berikut: 
1) Faktor perundang-undangan (substansi hukum) 
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak 
sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan 
secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak 
sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan 
sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. 
2) Faktor Penegak hukum 
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam 
kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa 
penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan 
kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka 
penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan 
kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 
3) Faktor sarana dan fasilitas 
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 
berpendidikan dan  
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Terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 
cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak 
dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 
menjalankan peranan semestinya. 
4) Faktor Masyarakat 
Masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan 
penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 
bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting 
dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. 
Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan 
penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum 
masyarakat, maka aka semakin sukar untuk melaksanakan penegakan 
hukum yang baik. 
5) Faktor Kebudayaan 
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan 
nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, 
semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan 
dengan kebuddayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam 
menegaknya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak 
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sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan 
semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.
34
 
6. Pengertian Tindak Pidana Narkotika 
   Sebenarnya dalam dunia medis, narkotika bukanlah barang yang asing 
yang tidak  dikenal.  Bahkan  narkotika  ini  memiliki  manfaat  dalam  dunia  
medis. Digunakan  oleh  dokter  dalam  pengobatan,  juga  digunakan  untuk  
kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Narkotika diperlukan oleh 
manusia untuk pengobatan  sehingga  untuk memenuhi  kebutuhan  dalam  bidang  
pengobatan  dan studi  ilmiah diperlukan  suatu produksi narkotika  yang  terus-
menerus untuk para residen  yang  menjalani  pengobatan.  Hal  tersebut  sejalan  
dengan  konsideran Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  
yang  menjelaskan bahwa  narkotika  di  satu  sisi  merupakan  obat  atau  bahan  
yang  bermanfaat  di bidang  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  
pengembangan  ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan 
ketergantungan yang sangat merugikan  apabila  disalahgunakan  atau  digunakan  
tanpa  pengendalian  dan pengawasan yang ketat dan saksama.
35
  
 Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 
menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika 
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merupakan bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sector pelayanan 
kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut 
kesehatan fisik, psikis, dan social. Napza sering disebut juga sebagai zat 
psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimnulkan perubahan 
perilaku, perasaan, dan pikiran. Narkotika sebagai bahan/zat/obat yang bila masuk 
kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf 
pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial 
karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi). 
Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan: 
1) Narkotika Golongan I 
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, 
dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi 
menimbulkan ketergantungan, (contoh: heroin/putauw, kokain,ganja) 
2) Narkotika Golongan II 
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir 
dan digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan (contoh: 
morfin,petidin)  
3) Narkotika Golongan III 
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi 
atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
ringan mengakibatkan ketergantungan (contoh:kodein) 
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 Peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran atau 
penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan 
perdagangan maupun pemindahtanganan (pasal 1 ayat (5) undang-undang 
nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika). Perdagangan adalah setiap 
kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan / atau 
penjualan, termasuk penawaran untuk menjual narkotika, dan kegiatan lain 
berkenaan dengan pemindahtanganan narkotika dengan memperoleh 
imbalan (pasal 1 ayat (6) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang 
narkotika). 
 
C. Pengertian Kejahatan dan Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
1. Pengertian kejahatan 
Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak 
lahir,warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa 
dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang 
berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, 
direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan 
merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat 
diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. 
Kejahatan adalah suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia 
yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya 
suatu gejala hukum. Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu 
gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heteroginitas dan 
perkembangan social dan karena itu tidak dapat dimusnahkan sampai tuntas. 
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Radeliff Brown telah mendefenisikan kejahatan sebagai suatu kebiasaan yang 
mendorong dilaksanakannya sanksi pidana.
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Kejahatan dibagi dalam 2 sudut pandang yaitu : 
a. Kejahatan menurut hukum Sutherland, kejahatan sebagai perbuatan yang 
telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya 
dan diancam dengan suatu sanksi. Kejahatan menurut hukum 
dikelompokkan dalam tindak pidana (diatur dalam KUHP), kejahatan 
tanpa korban (perjudian, pornografi, penyalahgunaan narkotika, dll), 
kejahatan badan usaha dan kejahatan massa.   
b. Kejahatan menurut non hukum (kejahatan menurut sosiologis) Kejahatan 
merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan masyarakat. Kejahatan 
tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang 
ditimbulkan atau bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh 
kepentingan-kepentingan pribadi kelompoknya, sehingga perbuatan 
tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi 
maupun kerugian bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun 
tidak diatur dalam undang-undang pidana.
37
 
2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-sebab 
kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut 
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1. Teori yang menjelaskan dari perspektif biologis   
Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan 
yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu 
variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidak matangan emosi, 
sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, 
perkembangan moral yang lemah, mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, 
situasi apa yang mendorong kekerasan atau delinkuen, bagaimana kejahatan 




a. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939) 
Teori psikoanalisa tentang kriminalisasi menghubungkan delinquent dan perilaku 
kriminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik begitu dia menguasai 
sehingga  menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga 
tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu dan bagi suatu kebutuhan 
yang harus dipenuhi segera. 
 Sigmund freud, penemu dari “an overactive conscience” yang 
menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Freud menyebut bahwa mereka 
yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan 
                                                             
38 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014, Kriminologi, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, Halaman 35 
39
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014, Kriminologi, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, Halaman 36 
38 
 
kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum 
maka perasaan bersalah mereka akan reda. 
Seseorang melakukan perbuatan bersalah karena hati nurani atau superego-nya 
begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang berperan sebagai suatu 
penengah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan 
dari id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang 
kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena superego intinya merupakan suatu 
citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-
sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan 
citra seperti itu mungkin akan melahirkan id yang tidak terkendali.
40
  
b. Social Learning Theory 
Albert Bandura (Observational Learning) berpendapat bahwa individu 
mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling: anak belajar 
bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain.jadi tingkah 
laku secara sosial di trasmisikan melalui contoh-contoh yang terutama dating dari 
keluarga, sub-budaya dan media massa. 
Para psikolog telah mempelajari dampak dari kekerasan keluarga terhadap 
anakanak.Mereka mendapati bahwa orangtua yang mencoba memecahkan 
kontroversi-kontroversi keluarganya dengan kekerasan telah mengajari anak-anak 
mereka untuk menggunakan taktik serupa (yaitu kekerasan).Jadi melalui 
observational learning (belajar melalui pengamatan) satu lingkaran kekerasan 
mungkin telah dialirkan terus menerus melalui generasi ke generasi.Tentu saja 
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menurut teori ini bukan hanya kekerasan dan agresi saja yang dapat dipelajari 
dalam situasi keluarga.Di luar keluarga hal serupa dapat dipelajari dari ganggang. 
Observational learning juga dapat terjadi di depan televise dan bioskop. Anak-
anak yang melihat seseorang diberi ganjaran atau dihargai karena melakukan 
kekerasan percaya bahwa kekersan dan agresi merupakan tingkah laku yang 
diterima. 
Gerard Patterson dan kawan-kawan menguji bagaimana agresi di pelajari 
melalui pengalaman langsung (direct experience).Mereka melihat bahwa anak-
anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi 
kadang-kadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan.Dengan 
berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela diri dan pada akhirnya mereka 
memulai perkelahian.Jadi, anak-anak sebagaimana orang dewasa dapat belajar 
agresif, bahkan kekerasan melalui trial dan error.
41
 
Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi Berbeda 
denga teori-teori tersebut di atas. Teori-teori sosiologis mencari alasan alasan 
perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan social Objek utama 
sosiologi kriminal adalah mempelajari masyarakat dengan anggotanya antara 
kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara 
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Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, 
pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Utamanya 
pada Negara-negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilator  belakangi 
oleh hal-hal tersebut. Disamping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam 
menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna 
ketidaktahuan dari orng yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat 
perbuatannya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger 
berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab 
kejahatan. Dengan demikian faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor 
lingkungan merupakan faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan 
manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
43
 
a. Anomie : Emile Durkheim 
Suatu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat 
pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-
masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada 
struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika 
masyarakat itu stabil, Bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-
susunan sosial berfungsi.Masyarakat seperti itu ditandai dengan kepaduan, 
kerjasama, dan kesepakatan.Namun jika bagian-bagian komponennya tertata 
dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan 
masyarakat itu tidak berfungsi. 
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Menurut Emile Durkheim penjelasan tentang perbuatan manusia (dan terutama 
perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada 
kelompok dan organisasi sosial.Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan 
istilah anomie (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan 
patokan dan nilai-nilai). 
Durkheim mempercayai bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tak terbatas, 
satu jurang yang tak pernah puas dan tak berdasar. Karena alam tidak mengatur 
batasbatas biologis yang ketat untuk kemampuan manusia sebagaimana ia 
mengatur makhluk lain seperti binatang-binatang. Menurut Durkheim, kita telah 
mengembangkan aturan-aturan sosial yang meletakkan suatu takaran yang 
realistis diatas aspirasi-aspirasi kita. Aturan-aturan ini menyatu dengan kesadaran 
individu dan membuatnya menjadi merasa terpenuhi.Akan tetapi, dengan satu 
ledakan kemakmuran yang tiba-tiba, harapan orang-orang menjadi berubah. 
Manakala aturan-aturan lama tidak lagi menentukan bagaimana 
ganjaran/penghargaan didistribusikan kepada anggota-anggota masyarakat itu, 
maka disana sudah tidak ada lagi pengekang/pengendali atas apa yang diinginkan. 
Sekali lagi sistem itu menjadi runtuh.
44
 
b. Strain Theory : Robert K. Merton 
Seperti halnya Durkheim, Robert K. Merton mengaitkan masalah 
kejahatan dengan anomie, tetapi konsep Merton tentang anomie agak berbeda 
dengan konsepsi anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton 
tidak diciptakan oleh sudden social change (perubahan sosial yang cepat) tetapi 
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oleh social structure (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama 
untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. 
Kekurangpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong 
kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya 
memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak 
lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. 
Menurut Merton, didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas 
kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat 
sedikit anggota kelas bawah yang mencapainya. Sarana harus ada bagi setiap 
individuguna mencapai  ntujuan-tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan 
perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.Strain 
theory ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar 
mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang 
memberikan tekanan tadi. 
Kesempatan untuk meningkat dalam jenjang sosial memang ada, tetapi 
tidak tersebar secara merata.Seorang anak yang lahir dari keluarga miskin dan 
tidak berpendidikan, misalnya hampir tidak memiliki peluang untuk meraih posisi 
bisnis atau professional sebagaimana dimiliki anak yang lahir dari sebuah 
keluarga kaya dan berpendidikan. Sekali lagi, semua orang dalam masyarakat 
memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran dalam arti kekayaan). 
Pertanyaannya, mengapa keinginan untuk meningkat secara sosial (social 
mobility) tadi membawa kepada penyimpangan? Masalahnya menurut Merton 
adalah struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan (berupa 
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kesuksesan)melalui legitimate means (seperti pendidikan tinggi, bekerja keras, 
koneksikeluarga). Anggota dari kelas bawah khususnya terbebani sebab mereka 
memulai jauh dibelakang dalam lomba meraih sukses tersebut dan mereka 
haruslah benarbenarorang yang sangat berbakat atau sangat beruntung untuk 
mencapainya.Kesenjangan apa yang diharapkan oleh budaya (yaitu sukses) dan 
apa yang dimungkinkan oleh struktur social (yaitu legetime means yang 




D.   Penanggulangan Kejahatan 
Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penangulangan 
Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy).Kebijakan 
kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan 
sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk 
kesejahteraan sosial (social-welfare policy) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk 
perlindungan masyarakat (social-defence policy).Dilihat dalam arti luas kebijakan 
hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana 
materiil, di bidang hukum pidana formal dan dan di bidang hukum pelaksanaan 
hukum pidana.Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan 
sarana Non Penal dan sarana Penal. 
Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat 
preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang 
dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan 
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diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana 
terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan 
dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.
46
 
Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat 
represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini 
dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap 
pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal 
dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya 
merupakan wujud suatu langakah kebijakan (policy).Upaya penanggulangan 
kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya 
yang bersifat “represif” atau disebut penindsan/penumpasan, setelah kejahatan 
atau tidak pidana terjadi.Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan 
bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana 
merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Law Enforcement).
47
 
Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan 
narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif 
(pencegahan), dan upya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan 
fungsifungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur 
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1) Upaya Pre-Emtif (pembinaan) 
Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan 
nilainilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi 
dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka 
tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan. 
2) Upaya Preventif (pencegahan) 
Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang 
masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.Dalam upaya 
preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan 
kejahatan.Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk 
mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan 
terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas 
hukum.Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. 
Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah 
terjadinya suatu tindak pidana.Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada 
mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik.Lebih baik dalam arti lebih 
mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan.Bahkan menjadi salah 
satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para 
penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya.Meskipun demikian cara-cara 
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memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar 
tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (residivis). 
3) Upaya Represif 
Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, 
pengedar dan pemakai narkotika secara hukum.Upaya represif adalah suatu upaya 
penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya 
kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak 
para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali 
agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan 
yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan 
mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi 
yang akan ditanggungnya sangat berat. 
Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, 
dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem 
yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian survei langsung 
kelokasi, manggunakan metode kuesioner atau angket sebagai sumber data 
utama dari beberapa kasus tindak pidana narkoba yang berada dalam 
wilayah polres Polewali Mandar Dalam penelitian ini akan mengambil 
beberapa data dan wawancara langsung dengan aparat Kepolisian Polewali 
mandar. 
2. Lokasi Penelitian 
Penulis mengambil lokasi penelitian di POLRES polewali mandar dengan 
pertimbangan bahwa dimulai dengan penelitian awal dengan 
mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti.  
 
B. Sumber data 
Adapun Sumber Data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah : 
1) Data primer, Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui dengan 
wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan 
penulisan skripsi ini.  
48 
 
2) Data Sekunder, Yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi 
penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan 
materi yang dibahas Sumber data dalam penelitian ini adalah :
49
 
a) Penelitia pustaka (Library research) yaitu menelaah berbagai buku 
kepustakaan, artikel ilmiah , internet,  Koran dan karya ilmiah yang ada 
hubungannya dengan objek penelitia. 
b) Penelitian lapangan (Field research) yaitu pengumpulan data dengan cara 
mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 
diselidiki. 
C. Metode pengumpulan data 
Adapun Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini 
antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
1. Observasi, Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 
gejala yang tampak pada obyek penelitian.
50
 Metode observasi ini digunakan 
untuk mengumpulkan data tentang penanggulangan kasus tindak pidana 
penyalahgunaan narkoba di Polres Polewali Mandar.  
2. Wawancara, Yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara lisan, tertulis dan 
terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun 
terlebih dahulu. Dalam hal ini, Dilakukan wawancara kepada pihak Aparat 
Kepolisian Kabupaten Polewali Mandar.
51
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3. Studi dokumen, Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan masalah penelitian ini. 
D. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian 
sesudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah: 
1. Pedoman Wawancara (interview Guide) yaitu daftar pertanyaan yang 
di ajukan kepada informan, berupa daftar pertanyaan terstruktur. 
2. Handphone di gunakan untuk memperkuat argument dari hasil 
interview berupa rekaman percakapan dengan informan. 
3. Buku catatan di gunakan untuk mencatat hasil wawancara (interview) 
mengenai daftar pertanyaan yang telah dijawab, hal ini sangat 
mempermudah dalam penyusunan hasil wawancara. 
E. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari data Primer dan data Sekunder akan diolah dan 
dianalisis berdasrkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga 
diharapkan dapat diperoleh gambaran jelas. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit terhadap 
objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan 
seccara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 Kepolisian sebagai pelindung masyarakat berperan penting dalam 
mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Telah 
diketahui bahwa kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang 
sangat meresahkan karna dapat membahayakan keselamatan jiwa dan merusak 
moral bangsa dengan obat-obatan terlarang. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan AKP.ABDUL KADIR 
TUHULELE.,SH Selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba di polres Polewali 
Mandar .(wawancara pada hari selasa 5 Desember 2017). Menunjukkan bahwa 
terhitung dari tahun 2015 sampai 2017 tercatat 208 orang tersangka. Kejahatan 
narkotika yang terjadi dikota Polewali Mandar. Terbukti merusak generasi bangsa, 
untuk itu perlu perhatian khusus dalam menangani masalah tersebut.  
 Dari sudut pandang sosiologi masyarakat dapat mempengaruhi kondisi 
suatu tempat tertentu. Apalagi menyangkut kejahatan narkotika, masyarakat 
memberikan informasi kepada pihak kepolisian sebagai bentuk kontribusi 
masyarakat terhadap penegakan hukum untuk memerangi peredaran narkoba di 
kota Polewali Mandar, 
 Penanganan masalah narkotika pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung 
jawab berbagai instansi pemerintah di samping keikutsertaan masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak. Namun demikian, 
agar penanganan masalah narkotika dapat dilakukan secara terpadu dan mencapai 
hasil yang maksimal, perlu dilakukan koordinasi dalam menetapkan 
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kebijaksanaan nasional di bidang narkotika. Pelaksanaan koordinasi ini sama 
sekali tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah untuk 
melakukan penanganan tindak kejahatan narkotika sebagai bentuk upaya untuk 
mengurangi angka kejahatan narkoba. 
A. Tindak Kejahatan Berdasarkan usia, pekerjaan, Jenis kelamin dan Latar 
belakang 
1. Tindak Kejahatan Narkotika di Kota Polewali Mandar Berdasarkan 
Tingkat Usia 
 Tindak kejahatan Di kota Polewali Mandar telah melibatkan semua jenis 
usia, baik remaja maupun dewasa. Keterlibatan semua jenis usiaq tersebut dalam 
tindak kejahatan narkotika telah meresahkan masyarakat di Kota Polewali 
Mandar. Apalagi adanya pelaku yang masih usia dalam anak-anak akan menjadi 
perhatian serius baik dari keluarga, masyarakat, swasta maupun pemerintah dan 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti lembaga perlindungan anak atau 
lembaga anti narkotika. Dengan adanya upaya secara terpadu oleh semua pihak 
maka akan mengurangi tingkat kejahatan narkotika di kota Polewali Mandar. 
Berikut ini akan digambarkan kejahatan narkotika di kota Polewali Mandar 
berdasarkan jenis usia terhitung dari tahun 2015 sampai 2017. 
 Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa pelaku kejahatan atau pengguna 
narkotika berusia 10 sampai 16 tahun berjumlah 10 orang, pada usia 17 sampai 20 
tahun  berjumlah 21 orang, serta pada usia 21 sampai 25 tahun sebanyak 41 orang, 
sedangkan pada usia 26 sampai 30 tahun berjumlah 52 orang dan usia 30 tahun ke 
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atas sebanyak 84 orang dari jumlah keseluruhan pengguna narkotika yang 
berjumlah 208 orang.  
 Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan narkotika 
yang terjadi di Kota Polewali Mandar tidak mengenal usia. Tindak kejahatan 
narkotika di Kota Polewali Mandar terhitung tahun 2015 sampai 2017 telah 
didominasi usia pelaku 30 tahun keatas sebanyak 84 orang Hal tersebut 
dikarenakan pada usia 31 tahun keatas mayoritas memiliki kemapanan dalam 
bidang ekonomi sehingga dengan mudah melakukan kejahatan narkotika di kota 
Polewali Mandar telah menambahkan keprihatinan masyarakat sehingga 
diperlukan langkah serius oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memerangi 
kejahatan narkotika. 
2. Tindak Kejahatan Narkotika di Kota Polewali Mandar Berdasarkan 
Jenis Kelamin 
 Kejahatan narkotika di Kota Polewali Mandar sangat memprihatinkan, 
apalagi pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa atau anak-
anak tetapi juga dilakukan oleh perempuan. Keterlibatan laki-laki dan perempuan 
dalam tindak kejahatan narkotika merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan 
secara serius oleh semua pihak, baik pemerintah, penegak hukum maupun 
masyarakat. Sehingga peredaran narkotika lebih mudah untuk ditanggulangi. 
 Berdasarkan data yang diperoleh dari reserse Kriminal narkoba Polres 
Polewali Mandar Tanggal 5 desembere 2017 terdapat 178 orang pelaku laki-laki 
dewasa dan 14 orang pelaku perempuan dewasa. Sedangkan dari anak perempuan 
tercatat ada 1 orang sedangkan anak laki-laki ada 15 orang yang terlibat dalam 
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tindak kejahatan narkotika terhitung sejak tahun 2015 sampai 2017. Sehingga 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku kejahatan narkotika di Kota Polewali 
Mandar dilakukan oleh semua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan 
sedangkan pelaku kejahatan narkotika mayoritas dilakukan oleh laki-laki dewasa. 
3. Tindak Kejahatan Narkotika di Kota Polewali Mandar Berdasarkaan 
Pekerjaan 
 Kejahatan narkotika di Kota Polewali Mandar sudah memasuki semua 
jenis kelamin dan usia. Bahkan pelaku kejahatan narkotika sudah memasuki 
semua golongan pekerjaan baik dari pengangguran, pelajar, pegawai negeri, 
pegawai swasta, wiraswasta juga terlibat dalam tindak kejahatan narkotika di Kota 
Polewali Mandar. 
 Berdasarkan data yang diperoleh terdapat ada 10 orang pelaku kejahatan 
narkotika adalah yang masih berstatus pelajar  atau orang yang masih duduk di 
bangku sekolah menengah 10 orang, 21 orang mahasiswa, 6 orang dari pegawai 
negeri sipil (PNS), 12 orang pegawai swasta, 56 orang bekerja di wiraswasta,1 
orang nelayan, 4 orang buruh harian, dan 98 orang penganggura. Sehingga jika di 
lihat dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan narkotika yang terjadi di 
Kota Polewali Mandar dalam kurung waktu 3 tahun terakhir ini, bukan hanya 
melibatkan kalangan generasi muda, tetapi merambah dan melibatkan generasi tua 
dengan berbagai profesinya, seperti kalangan pengusaha wiraswasta. Pegawai 
negeri sipil (PNS), tetapi yang paling banyak melakukan tindak kejahatan 
narkotika di kota POlewali Mandar adalah pekerja swasta dan pengangguran. 
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 Kejahatan narkotika bukan hanya dilakukan oleh orang orang yang mampu 
secara ekonomi tapi pengangguran pun ikutdalam aksi kejahatan tersebut, ini 
dikarenakan iming-iming penghasilan yang banyak sehingga mereka lebih 
memilih sebagai pengedar yang sekaligus juga pemakai narkotika. 
4. Tindak Kejahatan Narkotika di Kota Polewali Mandar Berdasarkan 
Latar Belakang Pendidikan 
 Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. 
Tetapi pendidikan yang tinggi tidak bisa menjamin seseorang tidak melakukan 
suatu tindak pidana kejahatan. Begitupun dengan tindak kejahatan narkotika tidak 
memandang seseorang berpendidikan rendah atau tinggi karena setiap orang 
pastinya memiliki sifat-sifat jahat dalam dirinya tergantung pribadinya yang bisa 
mengimbangi atau meminimalisir kejahatan yang ada dalam diri seseorang. Tetapi 
seseoramg yang pendidikannya tinggi akan mempertimbangkan dengan baik 
untuk melakukan kejahatan dikarenakan memiliki kesadaran bahwa menggunakan 
narkotika merupakan bentuk kejahatan. Berikut ini akan digambarkan kejahatan 
narkotika di Kota Polewali Mandar berdasrkan latar belakang pendidikannya. 
 Dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan narkotika bukan dikarenakan 
masalah rendahnya faktor pendidikan seseorang. Hal tersebut ditunjukkan oleh 
data tersebut diatas bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan narkotika 
adalah mayoritas memiliki latar belakang pendidikan menengah atas yang 
berjumlah 146 orang dan perguruan tinggi / S1 48 orang sedangkan yang tidak 
bersekolah hanya dilakukan oleh pelaku kejahatan sebanyak 14 orang dalam 
interval waktu dari tahun 2015 sampai 2017.  
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B.  Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika Yang terjadi di Kabupaten 
Polewali Mandar 
1. Mengkonsumsi Narkotika/Pemakai 
 Pada awalnya, narkotika di gunakan untuk keperluan medis, sebagai bahan 
campuran obat-obatan dan berbagai penggunaan medis lainnya. Narkotika banyak 
digunakan dalam keperluan operasi medis, karena narkotika memberikan efek 
nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit sementara waktu, sehingga pasien 
dapat dioperasi tanpa merasa sakit.  
 Selanjutnya menurut pelaku kejahatan narkotika yang berisinial A.M 
menyatakan bahwa “saya memakai ganja karena mudah didapat, tinggal SMS saja 




 Lebih lanjut Pelaku Rusdi Hariman menyatakan bahwa : “saya mulai 
memakai narkoba sekitar dua tahun lalu. Kebetulan teman bawa sabu-sabu jadi 




 Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa di 
kabupaten Polewali Mandar sudah banyak yang mengkonsumsi narkotika jenis 
ganja dan sabu-sabu. 
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2. Mengedarkan Narkotika/Pengedar 
 Narkotika merupakan barang yang sangat berbahaya tetapi sangat 
menggiurkan untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan dengan cara berprofesi 
sebagai penjual/pengedar. Hal ini dikarenakan akan memberikan keuntungan yang 
sangat besar. Tetapi keuntungan yang sangat besar sangat tidak sepadan dengan 
sanksi hukum yang akan diterima sebagai pelaku kejahatan narkotika dengan 
ancaman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal 
Rp.1.000.000.000. (satu milyar) (pasal 114 UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika). 
 Berdasarkan Hasil wawancara dengan AKP.ABDUL KADIR 
TUHULELE.,SH selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar 
mengenai adanya benda narkotika di wilayah kerjanya. Beliau menerangkan 
bahwa: “Narkoba memang sangat-sangat nikmat bagi penikmatnya. Jadi, ketika 
pemakai ini mulai kecanduan maka disitupula penghasilan Bandar semakin 
meningkat karena otomatis pecandu ini akan mengonsumsi barang itu secara terus 
menerus dengan, olehnya itu, pengedar ini merupakan kejahatan yang lebih tinggi 




 Lebih lanjut Andi Firmansyah, penyidik Narkotika Polres Polewali 
Mandar menyatakan Bahwa: “Pengedar itu sangat lihai Mencari Pembeli, 
terkadan dari teman ke teman saja. Jadi awal-awalnya itu dia panggil saja 
temannya untuk memakai sudah itu temannya merasa suka dia akan membeli, 
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terkadang Bandar dia kasih mengutang saja dulu kalau memang ini temannya 
belum punya uang tetapi pas kecanduan semua barang temannya yang kecanduan 
habis dia ambil. Jadi pengedar memang lebih ganas disbanding pemakai makanya 
kita polisi kalau sudah menangkap pemakai narkoba, maka kita cepat-cepat usut 
pengedar sampai ke produsennya.
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3. Memberikan Narkotika 
 Memberikan narkotika dimaksudkan adalah memberikan narkotika kepada 
orang lain untuk digunakan. Tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan 
narkotika sebagaimana dalam pasal 115 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 
tentang narkotika menyatakan bahwa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan 
hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika golongan 1, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (Delapan miliar rupiah). 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Afrizal, penyidik narkoba bahwa, 
terkadang memberikan narkoba secara cuma-cuma kepada teman itu biasanya 
sebagai pancingan saja. Untuk kedua kalinya mereka sudah membeli barangnya.
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Kemudian lebih lanjut pelaku yang bernama Fitrawan mengatakan “dulunya saya 
itu memakai karena dikasih sama teman tapi sesudahnya itu saya sendiri yang 
langsung beli sama teman.
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 Jenis kejahatan Penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu 2015 
sampai 2017 yang paling dominan yang terjadi di wilayah polres Polewali Mandar 
adalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan angka 127 kasus, selebihnya 
Narkoba jenis ganja. 
C. Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Polewali Mandar 
1. Faktor Ekonomi 
 Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu 
keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada 
keadaan ekonomi yang baik orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. 
Demikian pula sebaliknya apabila keadaan ekonomi kurang baik maka 
pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang akan berusaha untuk 
dapat keluar dari himpitan ekonomi. 
2. Faktor Ingin Tahu atau Coba-coba 
 Pelaku kejahatan dengan motif seperti ini biasanya dilakukan oleh 
pengguna pemula atau pada usia anak-anak atau remaja. Dengan rasa keingin 
tahuan yang sangat tinggi pada usia anak-anak atau remaja membuat kejahatan 
narkotika  di Polewali Mandar semakin meningkat dari 3 (tiga) tahun terakhir ini. 
3. Faktor lingkungan  
 Faktor lingkungan ini terdiri dari tempat tinggal, lingkungan sekolah atau 
tempat kerja  dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat 
memberikan pengaruh negatif seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh 
interaksi lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan baik dan 
dapat pula sebaliknya 
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D. Kendala Kendala Polri dalam Memberantas peredaran narkoba 
1. Faktor Oknum yang Tidak Baik 
Selalu ada saja peran aparat penegak hukum yang kedapatan mempunyai 
peran untuk membantu memlancarkan aksi narapidana dalam mengedarkan 
narkoba kedalam Lapas. Peran membantu disini tidak hanya dilakukan dengan 
meloloskan barang haram berupa narkoba kedalam Lapas, namun meloloskan 
sebuah media komunikasi yaitu berupa HP yang seharusnya jelas dalam peraturan 
tidak dibenarkan narapidana membawa HP kedalam Lapas apapun alasannya. 
Adanya media komunikasi berupa telepon genggam tentu sangat memudahkan 
narapidana berinteraksi dengan kehidupan diluar Lapas yaitu kehidupan 
masyarakat pada umumya.  
Komunikasi yang berjalan dengan lancar akan mengahasilkan sebuah 
modus pengandalian bisnis peredaran narkoba yang dikendalikan dengan baik 
meskipun pengendali berada dibalik jeruji besi. Oknum yang tidak baik disini 
sangat berimbas fatal dengan sistem hukum yang diterapkan. Tentu mental yang 
dimiliki oknum semacam ini merupakan mental yang tidak dapat menjunjung 
tinggi harkat dan martabat yang dimandatkan oleh negara pada abdi negara 
tersebut. Salah satu faktor pendorong timbulnya peredaran narkoba adalah oknum 
yang tidak baik, ini merupakan masalah yang biasa terjadi dalam kelembagaan di 
Indonesia. Setiap oknum dalam kelembagaan tidak dapat dikontrol secara 
menyeluruh berkenaan dengan lingkungan, orientasi kerja dan pribadinya 
sehingga muncul oknum-oknum yang dapat membantu narpidana melakukan aksi 
kejahatan. Kejahatan tidak akan terjadi jika oknum penegak hukum berlaku baik 
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dan berwibawa. Salah satu syarat penanggulngan kejahatan adalah hukum yang 
berwibawa, dimana hukum dapat ditegakkan dengan baik jika aparat yang 
seharusnya menegakkan hukum bekerja dengan baik dan mempunyai kreadibilitas 
sesuai dengan hukum yang berlaku. 
2. Faktor Lingkungan dan Kebutuhan 
Lingkungan pergaulan narapidana semasa bebas dari jeratan hukum atau 
belum terungkap kejahatannya yaitu didalam masyarakat merupakan lingkungan 
yang mendorong orang tersebut untuk terus berhubungan dengan barang haram 
berupa narkoba ini. Hingga terungkap bentuk kejahatannya, sampai dijebloskan 
didalam sel Lapas, lingkungan antar penyalahguna narkoba tetap ada dan akhirnya 
tetap membentuk sebuah komunitas didalam Lapas. Disanalah terbentuk sebuah 
kebutuhan akan adanya narkoba entah itu dipakai sendiri bagi si pemakai, maupun 
diedarkan bagi si pengedar. Dapat dikatakan paling meresahkan yaitu keberadaan 
bandar narkoba yang memiliki konsumen banyak hingga tidak dapat lepas dari 
jaringan karena tentu sangat dibutuhkan oleh jaringan tersebut mengendalikan 
peredaran narkoba yang dibawahinya. Status boleh saja mendekam didalam 
Lapas, namun peran sebagai pengendali tetap harus berjalan bagi si bandar guna 
tetap melancarkan jaringannya. Lingkungan narapaidana menentukan bagaimana 
kejahatan itu terjadi. Pergaulan sesama narapidana tentunya memberikan jalan 
akan terjadinya suatu kejahatan. Lingkungan narapidana yang telah terbiasa 
melakukan kejahtan tentunya memberikan sebuah kesempatan untuk narapidana 
lainnya untuk terus melakukan kejahatan. Pergaulan narapidana yang berasal dari 
individu-individu yang berbeda dan dikelompokkan dalam tempat yang sama serta 
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pelaku kejahatan yang sama seperti penyalahguna narkoba, akan mempenagruhi 
tingkat kebutuhan akan narkoba itu sendiri.  
Narkoba yang mempunyai efek candu yang cukup kuat akan memberi 
dampak kebutuhan terus menerus untuk mengkonsumsi narkoba, sehinga tidak 
peduli didalam atau diluar Lapas, pecandu ini akan mencari jalan utuk mendapat 
apa yang dibutuhkan untuk kepuasan dirinya. 
3. Faktor Media 
Ketersediaan media komunikasi yang sangat canggih dan mudah didapat 
tentu memiliki nilai sendiri bagi pelaku pengedar narkoba. Ketersediaan media 
komunikasi HP merupakan bentuk komunikasi percakapan yang ideal guna 
melancarkan komunikasi antar satu dengan yang lain. Peran HP pula tidak hanya 
sebagai media komunikasi namun sebagai media transaksi berupa transaksi 
pembayaran melalui m-banking yang sangat mudah menjalankannya. Akibat 
adanya media komunikasi didalam area Lapas tentu hal yang sangat 
menguntungkan bagi pelaku pengendali narkoba meskipun dirinya berada dibalik 
jeruji besi. HP sebagai sarana pengendali nerkoba diluar Lapas cukup untuk media 
pengendali peredaran narkoba itu sendiri. Pihak Lapas sebenarnya telah 
menyediakan alat komunikasi berupa telepon umum yang dilengkapi dengan alat 
penyadap yang tentunya memudahkan pihak Lapas untuk memantau komunikasi 
keluar Lapas yang narapidana. Adanya HP sebagai pengendali peredaran narkoba 
yang merupakan media komunikasi yang sifatnya khusus pribadi, maka sulit 
untuk dapat dipantau dan diawasi oleh pihak aparat Lapas. Faktor pendorong 
timbulnya peredaran narkoba dikalangan narapidana membutuhkan 
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penanggulangan oleh pihak Kepolisian, dimana penanggulangan ini pasti 
ditemukan sebuah kendala. 
E. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Pada semua Kalangan Di wilayah 
Polewali mandar 
 Dampak dari obat-obatan sangatlah beragam dan bergantung dari beberapa 
faktor, yaitu usia, jenis zat yang digunakan, cara penggunaan dan lama 
penggunaan. Dampak Obat-obatan beragam karena zat yang terkandum di dalam 
setiap obat atau narkoba sangatlah berbeda dan masing-masing zat tersebut 
memiliki efek dan dampaknya masing-masing terhadap bagian oatau organ tubuh 
serta susunan syaraf kita. Adiksi terhadap narkoba berdampak tidak hanya pada 
aspek fisik dan mental seseorang, tetapi juga keadaan emosional dan spiritual 
yang bersangkutan. Seperti yang diungkap oleh AKP.ABDUL KADIR 
TUHULELE.,SH Selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba di polres Polewali 
Mandar Menuturkan sebagai berikut: 
 Kalo dampaknya banyak yang pasti. Ya… dampak fisiknya ya bisa 
ketergantungan kan, dia malas bekerja. Orang-orang pengguna narkoba itu kana 
tau korban dari penyalahgunaan itukan dia pertama malas bekerja, terus 
pengendalian dirinya kuran, bawaannya selalu pengen emosi, dan seperti itu la. 
Tidak terbuka dan tidak dapat bersosialisasi terhadap sesame, baik diantar 
keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Kan orang biasanya pengguna narkoba 
itu tidak terlalu bermasyarakat itu.
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 Kemudian Pandangan Bapak Iwan selaku masyarakat kabupaten Polewali 
Mandar juga menuturkan kata, Yaitu sebagai berikut: 
 Menurut saya dampak pemakai narkoba penyalahgunaan narkoba ini 
sangatlah besar. Yang pertama itu, jiwa, segi kejiwaan bisa menyebabkan gila 
atau stress. Kedua, itu dapat menyebabkan bada untuk untuk melukai badan atau 
bissa melakukan keributan sesama masyarakat. Perilaku yang terindikasi narkoba 
itu bermacam-macam dek, yang pertama ilusi seperti orang yang kehilangan akal, 
hilang pikirannya sehingga bisa menjadi lawan. Dan selanjutnya dampak dari itu 
banyak yang menjadi gila dampaknya itu.
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Hal ini juga di sampaikan Oleh Bapak Nurul Yakin selaku tokoh Agama di 
kabupaten polewai Mandar. Bahwa: “Dampak narkoba sangat bahaya sekali itu, 
baik dirinya sendiri itu akan merugi karena jelas narkoba itu adalah ee 
mengganggu kesehatan. Dapat juga menyerang syaraf-syaraf itu. Jadi otomatis dia 
narkoba itu pembunuh saraf. Artinya secara tidak langsung organ tubuh itu 
terganggu, baik secara fisik maupun mental. Yang kedua yaitu yaa bisa 
menghancurkan masa depan. Jadi ancurlah masa depan apabila terlibat masalah 
narkoba. Apabila belum dia sadar, tidak berenti, ya akan berbahaya bagi dirinya 
sendir dan orang tua. Nah.. orang tua sangat menghawatirkannya . inilah remaja-
remaja yang akan datang, dia akan berbahaya merugikan kepada orang tua, 
masyarakat lingkungan dan sekitarnya. 
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 Berdasarkan wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa 
dampak dari penyalahgunaan narkoba di daerah kabupaten polewali mandar itu 
sangat berbahaya terutama terhadap masa depan para generasi muda maupun 
lansia. Yang mana narkoba mengakibatkan berubahnya akhlak ke arah yang 
negatif, kurang menghargai diri sendiri dan orang lain, mrmbuat resah orang tua, 
lingkungan dan masyarakat, berdampak pula pada fisiknya seperti malas bekerja, 
memiliki mental yang loyo (kurang bersemangat) dalam menjalani kehidupan, 
kurang bersosialisasi. Berdampak pula pada faktor ekonomi, berdampak pada 
kejiwaan seperti pada ilusi, Stres sakau bahkan mengakibatkan kematian. 
 Dari wawancara di atas, diketahui bahwa sangat banyak sekali dampak dan 
bahaya dari narkoba itu sendiri. Narkoba sangat berpotensi merusak bahkan dapat 
mengalami kematian. Hal ini sesuai yang diungkap oleh Kartini Kartono, bahwa 
dampak ataupun efek dari penyalahgunaan narkoba, yaitu sebagai berikut:
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1. Dampak fisik, badan menjadi ketagihan, system saraf jadi lemah atau rusak 
secara total, lau menimbulkan komplikasi kerusakan pada lever dan jantung. 
Kondisi tubuh jadi rusak karena muncul macam-macam penyakit lainnya. 
2. Dampak psikis, Ketergantungan psikis, kemauan melemah atau musnah sama 
sekali. Daya fikir dan perasdaan jadi rusak, jiwanya menjadi murung dafresif, 
aktivitas dan kreativitas intelektualnya sama sekali. 
3. Dampak ekonomis, ganja dan bahan bahan narkotika harganya sangat mahal 
sedang untuk kebutuhan rutin diperlukan Supply yang kontin/terus menerus 
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dan harus dipenuhi. Oleh karena itu betapapun besarnya harta kekayaan, si 
pemilik pasti jadi faillite, ludes bangkrut, tidak bisa tertolong lagi. 
4. Dampak sosiologis, bila perlu pecandu tidak berduit namun badan dan 
jiwanya terus menerus ketagihan bahan narkotika, sedang minta uang kepada 
orang tua tidak diberi lagi atau harta milik sudah ludes bersih. 
Menurut Subagyo, Penyebab lain banyaknya orang menginsumsi narkoba 
adalah karena narkoba mudah didapat. Jaringan pengedar narkoba di 
Indonesia dengan cepat meluas, bukan hanya dikota besar tetapi juga dikota 
madya bahkan didesa desa. Meluasnya jaringan narkoba didorong oleh 
rendahnya kualitas intelektualitas dan moralitas masyarakat dan buruknya 
kondisi sosial ekonomi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendorong 
seseorang untuk mencoba menggunakan narkoba yang pada akhirnya 
menyebabkan ketergantungan: 
1. Faktor Kepribadian. 
a) Kurangnya pengendalian diri 
b) Konflik individu 
c) Terbiasa hidup senang/mewah 
2. Faktor lingkungan 
a) Masyarakat yang individualis 
b) Pengaruh teman sebaya 
c) Hukuman yang terlalu ringan 
3. Faktor keluarga 
a) Kurangnya control keluarga 
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b) Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab 
4. Faktor Pendidikan 
a) Kampanye kurang 
b) Pendidikan di sekolah63 




1. Faktor Internal: 
a) Ingin tahu 
b) Ingin di anggap hebat 
c) Rasa setia kawan 
d) Rasa kecewa, frustasi, kesal 
2. Faktor lingkungan keluarga 
3. Faktor lingkungan social 
4. Faktor ekonomi 
5. Faktor alasan orang lain 
6. Faktor kesempatan 
7. Faktor usia 
8. Dasar agama yang tidak kuat 
9. Budaya global yang masuk via elektronik dan media cetak 
10. Jaringan peredaran luas sehingga narkoba mudah didapat. 
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Adapun Jenis-jenis narkoba yang disalahgunakan oleh oknum yang ada di 
wilayah kabupaten polewali mandar yaitu shabu-shabu dan ganja. Menurut 
Mardani, Jenis-jenis narkoba tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Shabu-shabu  
Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni Kristal kecil-kecil 
berwarnah putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alcohol. Pengaruh 
pada pemakainya yakni menjadi aktif, banyak ide, tidak merasda lelah meski 
sudah bekerja lama, tidak merasa lapar dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri 
yang besar. 
2.  Ganja 
Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus 
cannabis, termasuk biji dan buahnya. Ganja memberikan efek kegembiraan 
dan dapat memancing atau merangsang selera tertawa yang berlebihan.  
F. Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika 
Upaya penanggulangan secara preventif 
 Upaya penanggulangan secara preventif meliputi segala upaya untuk 
mencegah penyalahgunaan Narkotika atau zat sejenisnya dikalangan masyarakat 
umum. Kemudian mempersempit ruang geraknya dan mengurangi pengaruh 
terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. 
 Menurut AKP.ABDUL KADIR TUHULELE.,SH kepala reserse Kriminal 
narkoba Polres Polewali Mandar bahwa bentuk upaya preventif dalam 
penanggulangan narkotika adalah :
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1. Penyuluhan. sosialisasi dilakukan untuk melakukan pencegahan dengan 
menanamkan bahaya sosialisasi laten narkoba di masyarakat dan generasi 
muda khususnya pelajar. 
2. Membangun kemitraan dengan Masyarakat. Membangun kemitraan 
dengan masyarakat untuk mengurangi ruang gerak pelaku kejahatan 
narkotika sehingga masyarakat terlibat aktif dalam meberikan informasi 
kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Polewali Mandar 
tentang keberadaan narkoba. 
3. Pemetaan jalur peredaran narkoba.pemetaan jalur peredaran dimaksudkan 
untuk memberikan kemudahan dalam penanggulanagan peredaran 
narkotika di Polewali mandar. 
Upaya Penanggulangan Secara Represif 
 Upaya penanggulangan secara refresif dimaksud suatu tindakan 
bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat, karena telah melakukan tindakan 
kejahatan narkotika sebagai kelanjutan dari pola penggunaannya. Menurut Rahma 
Hidayat, anggota penyidik Reserse kriminal narkoba Polres Polewali Mandar 
bahwa upaya refresif yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan 
narkotika yaitu:  
1. Penindakan melalui penyergapan. Penindakan melalui penyergapan ke 
tempat kejadian perkara dilakukan setelah beberapa hari sebelumnya 
dilakukan pengintaian atau mata oleh intelijen sehingga dapat menyita 
barang bukti. 
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2. Penindakan melalui penindakan hukum. Penindakan melalui penindakan 
hukum dilakukan ketika pelaku sudah memasuki tahap pengadilan atau 




Data penyelesaian kasus narkotika di Polres Polewali mandar pada tahun 
2015 mencapai 85,2% dari 87 kasus laporan masuk dan 85 kasus yang 
terselesaikan. Tahun 2016 mencapai 75,6% dari 78 kasus laporan masuk dan 75 
kasus yang selesai. Tahun 2017 mecapai 100% dari 43 kasus laporan masuk dan 
43 kasus terselesaikan. Berdasarkan dari data persentase tersebut dari setiap 
tahunnya rata-rata mengalami peningkatan keberhasilan penyelesaian dari kasus 
narkotika di polres Polewali Mandar hingga mencapai 93% dari penyelesaian 
kasus 3 tahun terakhir. 
Berdasarkan data diatas, penulis menyimpulkan bahwa upaya kepolisian 
dalam menanggulangi peredaran narkotika belum maksimal dikarenakan masih 
adanya kasus kejahatan narkotika yang tidak diselesaikan. Hal ini menjadi 
perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya di Polewali 
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 Setelah membahas tentang penyalahgunaan narkotika di kabupaten 
polewali Mandar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 
1) Kendala kendala Polri dalam Memberantas Narkoba 
a. Faktor oknum yang tidak baik 
b. Faktor lingkungan dan kebutuhan 
c. Faktor Media 
2) Faktor yang mempengaruhi kejahatan narkotika yaitu: 
a. Faktor ekonomi 
b. Rasa ingin tahu/coba-coba dan 
c. Faktor lingkungan 
Upaya penanggulangan peredaran narkotika oleh Polres Polewali Mandar: 
a. Upaya preventif seperti penyuluhan, membangun kemitraan dengan 
masyarakat dengan pemerintah jalur peredaran narkotika. 
b.  Refresif seperti upaya ini dimaksud sebagai tindakan bekerjanya sanksi 
pidana terhadap masyarakat berupa pelaksanaan penindakan terhadap para 
pelaku dan juga melakukan operasi penyergapan dan pemberantasan di 
tempat-tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, proses penyelidikan, 
penyidikan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan dan 
dilanjutkan kepengadilan untuk penegakan hukum atau memperberat 





Saran peneliti kepada pemerintah alangkah lebih baiknya jika sanksi 
terhadap pelaku pelanggaran lebih dipertegas lagi. Serta banyak memberikan 
penyuluhan di setiap wilayah-wilayah di pelosok kecamatan maupun desa. Guna 
mengurangi tindak pidana penyalahgunaan di wilayah kabupaten Polewali 
mandar. 
 Peneliti juga Menghimbau di semua kalangan baik remaja maupun dewasa 
agar lebih cerdas dan bijaksanalah dalam bergaul, pemahaman atau pengetahuan 
tentang agama dan moral mari sama-sama kita tingkatkan agar dapat terhindar 
dari perilaku penyalahgunaan narkoba. 
 Kepada peneliti lain apabila ingin melanjutkan penelitian ini alangkah 
lebih baiknya agar memperluas cakupan penelitian dan tidak hanya terbatas pada 
ruang lingkup penyebab, jenis narkoba yang disalahgunakan dan dampak 
penyalahgunaan narkoba saja, peniliti melihat bahwa dukungan keluarga, peran 
serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam menanggulangi penyalahgunaan 
narkoba.   
Tabel 2. Jumlah kasus kejahatan Narkotika Berdasarkan Tingkat Usia Terhitung 




Tingkat usia 2015 2016 2017 
1 10 – 16 5 3 2 10 
2 17 – 20 9 10 2 21 
3 21 – 25 15 18 8 41 
4 26 – 30 21 19 12 52 
5 30 – keatas  37 28 19 84 
Jumlah 87 78 43 208 




Tabel 3. Jumlah pelaku kejahatan Narkotika Dilihat dari jenis kelamin terhitung 




2015 2016 2017 
1 Laki-laki dewasa 74 69 35 178 
2 Perempuan dewasa 7 2 5 14 
3 Anak laki-laki 5 7 3 15 
4 Anak perempuan 1 - - 1 
Jumlah 87 78 43 208 
 
Sumber Data: Reserse narkoba Polres Polewali Mandar Tanggal 5 Desember 
2017. 
 
Tabel 4. Jumlah kejahatan Narkotika Berdasarkan pekerjaan pelaku terhitung 




2015 2016 2017 
1 Pelajar/sekolah 5 3 2 10 
2 Mahasiswa 9 10 2 21 
3 Pegawai Negeri 4 2 - 6 
4 Pegawai swasta 7 3 2 12 
5 Wiraswasta 17 24 15 56 
6 Petani nelayan 1 - - 1 
7 Buruh harian 3 - 1 4 
8 Pengangguran 41 36 21 98 
Jumlah 87 78 43 208 
Sumber Data: Reserse narkoba Polres Polewali Mandar Tanggal 5 Desember 
2017. 
 
Tabel 8. Data Penyelesaian Kasus Narkotika di Polres Polewali Mandar Tahun 
2015 sampai 2017 
No Tahun Laporan Selesai Persentase % 
1 2015 87 kasus 85 kasus 85,2% 
2 2016 78 kasus 75 kasus 75,6% 
3 2017 43 kasus 43 kasus 100 % 
Jumlah 208 kasus 203 kasus 93% 
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